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KATA PENGANTAR

Bappebti merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Perdagangan RI yang 
memiliki tupoksi pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengembangan di bidang 
Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

PBK, SRG dan PLK tidak terlepas satu sama lain. Ketiga bidang ini memiliki peran yang 
strategis dalam mendukung terwujudnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan.

Pasar Lelang dapat berperan sebagai sarana pembentukan harga (price discovery) 
komoditas agro. Harga yang terbentuk pada pelaksanaan Pasar Lelang dapat digunakan 
sebagai harga acuan (price reference) pada transaksi kontrak berjangka (futures trading) 
maupun penetapan nilai komoditas dalam Sistem Resi Gudang. Pada saat bersamaan, 
keberadan pasar lelang juga dapat menjadi sarana penyelesaian fisik (physical 
settlement) pada perdagangan berjangka, atau sebagai sarana pemasaran untuk 
komoditas yang disimpan dalam gudang Sistem Resi Gudang.

Melalui brosur infografis Bappebti, dimana berbagai informasi mengenai PBK, SRG dan 
PLK disajikan dalam bentuk ilustrasi, para pembaca diharapkan dapat memahami 
tupoksi Bappebti.

Salam,

Bappebti
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TUPOKSI
BAPPEBTI

Pembinaan
Pengembangan
Pengaturan
Pengawasan

UU Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun
1997 Tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi
UU Nomor 9 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas UU Nomor 9 Tahun
2006 Tentang Sistem Resi Gudang

UU No.7 Tahun 2014
tentang Perdagangan
------------------
KepMenperindag
No. 650/MPP/Kep/10/2004
tentang Pasar Lelang Forward
Komoditi Agro
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3 PILAR PERAN
STRATEGIS BAPPEBTI

PENINGKATAN 
DAYA SAING

SEKTOR
PERDAGANGAN

PASAR LELANG
PRICE DISCOVERY
PRICE REFERENCE
EFISIENSI RANTAI PERDAGANGAN
PENINGKATAN MUTU PRODUK

PERDAGANGAN BERJANGKA
RISK MANAGEMENT
PRICE DISCOVERY
PRICE REFERENCE

SISTEM  RESI GUDANG
RISK MANAGEMENT
TRADE FINANCING
STABILISASI HARGA
EFISIENSI BIAYA PERDAGANGAN

MENDUKUNG  TERWUJUDNYA KEMAKMURAN
RAKYAT YANG BERKEADILAN
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KETERKAITAN PROGRAM NAWA CITA
DENGAN TUPOKSI BAPPEBTI

NAWA CITA

Membangun Indonesia 
dari Pinggiran dengan 
Memperkuat 
Daerah-daerah dan Desa 
Dalam Kerangka Negara 
Kesatuan.

Meningkatkan 
Produktivitas Rakyat dan 
Daya Saing di Pasar 
Internasional.

Mewujudkan Kemandi-
rian Ekonomi dengan 
Menggerakkan 
Sektor-sektor Strategis 
Ekonomi Domestik.

MISI PRESIDEN 
TERPILIH

Mewujudkan Bangsa 
yang Berdaya Saing

BAPPEBTI (KEMENDAG)

Peran Sektor Perdagangan 
sebagai Penggerak 
Pertumbuhan dan Daya 
Saing Ekonomi untuk 
Kemakmuran Rakyat yang 
Berkeadilan.

Presiden NasionalNawa
Cita

Bappebti

TINGKAT NASIONAL

Mendorong pertumbuhan 
perekonomian daerah melalui 
percepatan implementasi SRG 
sebagai sarana tunda jual dan 

alternatif pembiayaan bagi petani, 
UKM, Koperasi dan pelaku usaha.

Meningkatkan efisiensi  mata rantai 
perdagangan dan menciptakan 

sarana pembentukan harga melalui 
Pasar Lelang Komoditas;

Meningkatkan daya saing perdagan-
gan melalui  optimalisasi peman-

faatan Perdagangan Berjangka 
Komoditi sebagai sarana pengelo-

laan resiko, referensi harga dan 
sarana investasi.

*Program Nawa Cita adalah 9 program prioritas Pemerintahan Jokowi
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PERAN STRATEGIS
PBK, SRG, & PL

PERDAGANGAN 
BERJANGKA
KOMODITI

Pembentukan harga 
yang transparan

Sarana pengelolaan 
risiko harga dengan 
lindung nilai

Alternatif Investasi

SISTEM RESI GUDANG

Sarana pengelolaan 
risiko harga melalui 

tunda jual

Alternatif pembiayaan

Instrumen kebijakan 
dalam pengendalian stok 

nasional

MENINGKATNYA DAYA 
SAING SEKTOR PERDA-

GANGAN

MENDUKUNG TERWU-
JUDNYA KEMAKMURAN 

RAKYAT YANG 
BERKEADILAN

SISTEM RESI GUDANG

Pembentukan harga 
yang transparan

Memperpendek mata 
rantai perdagangan
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DASAR HUKUM PBK

TUJUAN PENGATURAN,
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN,
PENGAWASAN PBK

UU Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 
Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

PP NO. 49 TAHUN 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka 
Komoditi

PP NO. 10 TAHUN 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Perdagan-
gan Berjangka Komoditi

Keputusan / Peraturan dan Edaran Kepala BAPPEBTI

Mewujudkan kegiatan 
Perdagangan Berjangka 
yang teratur, wajar, 
efisien, efektif dan 
transparan serta dalam 
suasana persaingan 
yang sehat.

Melindungi 
kepentingan semua 
pihak dalam 
Perdagangan 
Berjangka.

Mewujudkan kegiatan 
Perdagangan Berjangka 
sebagai sarana 
pengelolaan risiko harga 
dan pembentukan harga 
yang transparan.

PENGATURAN PENGEMBANGAN

PENGAWASANPEMBINAAN
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MANFAAT INDUSTRI PBK

INFORMASI RISIKO PBK

PROSESOR
PABRIKAN
PRODUSEN
PETANI/UKM/KOPERASI
EKSPORTIR/IMPORTIR

INVESTOR
HEDGE FUND

Rp

Rp

Rp

PEMBENTUKAN HARGA YANG
TRANSPARAN SEBAGAI

REFERENSI HARGA
MANAJEMEN RESIKO DENGAN

LINDUNG NILAI  (HEDGING)
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SARANA INVESTASI

Rp

Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko disampaikan 
sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi. Maksud dokumen ini 
adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian 
atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Berjangka 
bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, 
Calon Nasabah/ Nasabah harus berhati-hati dalam 
memutuskan untuk melakukan transaksi dengan 
memperhatikan apakah kondisi keuangan mencukupi.

Perdagangan Berjangka Komoditi bersifat "High Risk, 
High Return" (memiliki risiko tinggi dengan potensi 
keuntungan tinggi)

D������ P������������ A����� R�����

High Return

High Risk

HALAMAN 07



KELEMBAGAAN DALAM
PBK SAAT INI

KLIRING BERJANGKA

BANK PENYIMPAN
MARGIN

PIALANG BERJANGKA

WAKIL PIALANG
BERJANGKA

PEDAGANG BERJANGKA

PESERTA SPA

PEDAGANG
PENYELENGGARA SPA

PIALANG PALN

BURSA BERJANGKA
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LANGKAH STRATEGIS
PENGAWASAN PBK

Pengaturan pedoman perilaku Pialang Berjangka dalam  merekrut calon nasabah wajib 
memberitahukan adanya pemberitahuan adanya risiko dan membuat perjanjian 
nasabah.

Pengaturan trading secara on line dari Nasabah langsung ke sistem yang disediakan 
Bursa Berjangka.

Sistem Perdagangan yang dipergunakan oleh Pedagang Penyelenggara SPA telah 
diaudit oleh tenaga ahli IT dan direkomendasikan oleh Bursa dan Kliring kemudian 
disetujui Bappebti.

Pengaturan pengamanan dana nasabah dalam rekening terpisah melalui pelaporan 
keuangan dari Pialang ke Bappebti melalui e-reporting dan pengaturan besarnya marjin 
70% disimpan di rekening Kliring Berjangka.

Menjaga integritas perdagangan berjangka khususnya kegiatan Sistem Perdagangan 
Alternatif (SPA) melalui moratorium perizinan SPA.

Peningkatan literasi di bidang PBK melalui edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, 
masyarakat, aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Mendorong penyempurnaan sistem perdagangan berjangka yang sesuai dengan 
standar internasional.

Mendorong bursa untuk menciptakan kontrak yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
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HALAMAN 10

DASAR HUKUM SRG

PENGERTIAN SRG

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Keputusan/Peraturan dan Edaran Kepala Bappebti

RESI GUDANG (WAREHOUSE RECEIPT) Dokumen/surat bukti 
kepemilikan barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan 
oleh Pengelola Gudang tertentu (yang telah mendapat 
persetujuan dari BAPPEBTI KEMENDAG).

SISTEM RESI GUDANG (WAREHOUSE RECEIPT SYSTEM) Berbagai 
kegiatan yang berkaitan dengan  penerbitan, pengalihan, 
penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.



STRATEGI JALUR
GANDA SRG

Pemberdayaan Petani,
Kelompok Tani,

Gabungan Kelompok Tani,
Dan Koperasi

Peningkatan literasi SRG 
melalui sosialisasi dan 
Bimbingan Teknis

Insentif suku bungan 
(skema subsidi SRG) & 
percepatan pencairan 

kredit

Penguatan kelembagaan 
kelompok tani dan 
koperasi bekerjasama 
dengan instansi terkait

Penyediaan akses 
pembiayaan bagi pabrikan, 
prosesor, dan pedagang 
besar dengan sekema 
bunga komersial dari bank 
pemerintah & swasta

Perluasan komoditas, 
perkebunan kelautan, & 

pertambangan seperti 
kopi, kakao, rumput laut, 

dan timah.

Peningkatan Daya Saing
Komoditas Pangan

Peningkatan Nilai Tambah
dan Daya Saing Ekspor
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LOKASI GUDANG DALAM
SRG TA 2009 - TA 2015

HALAMAN 12

Aceh
1. Pidie Jaya
2. Pidie
3. Aceh Tengah
4. Aceh Besar
5. Simeulue
6. Birem
7. Bener Meriah

Sumatera Utara
1. Serdang Bedagai
2. Tanah Karo
3. Simalungun
4. Langkat

Sumatera Barat
1. Solok
2. Pasaman Barat
3. Lima puluh Kota
4. Tanah Datar

Sumatera Selatan
1. Banyuasin
2. Pagar Alam
3. Musi Banyuasin

Bengkulu
1. Kepahiyang

Yogyakarta
1. Bantul

NTT
1. Kupang

NTB
1. Sumbawa
2. Lombok Timur
3. Dompu

Banten
1. Lebak
2. Pandeglang

Lampung
1. Lampung Selatan
2. Lampung Tengah
3. Lampung Timur
4. Tanggamus

5. Tulang Bawang
6. Pesisir Barat

Jawa Barat
1. Indramayu
2. Cianjur
3. Garut
4. Bogor

5. Sumedang
6. Kuningan
7. Subang
8. Majalengka

9.   Purwakarta
10. Tasikmalaya
11. Ciamis
12. Karawang

Kalimantan Barat
1. Sambas
2. Landak

Kalimantan Selatan
1. Barito Kuala
2. Tapin

Jawa Tengah
1. Demak
2. Kudus
3. Jepara
4. Pekalongan

5. Banjar Negara
6. Grobogan
7. Blora
8. Wonogiri

9.   Kebumen
10. Cilacap
11. Pemalang
12. Purworejo



LOKASI GUDANG DALAM
SRG TA 2009 - TA 2015
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Jawa Timur
1.   Ngawi
2.   Pasuruan
3.   nganjuk
4.   Jombang
5.   Sampang
6.   Madiun
7.   Sumenep
8.   Probolinggo
9.   Blitar
10. Lamongan

11. Situbondo
12. Tuban
13. Malang
14. Bojonegoro
15. Kediri
16. Jember
17. Banywangi
18. Bondowoso

Sulawesi Selatan
1.   Gowa
2.   Bone
3.   Bantaeng
4.   Takalar
5.   Sidrap
6.   Palopo
7.   Pinrang
8.   Luwu
9.   Luwu Timur
10. Luwu Utara

Sulawesi Tenggara
1. Konawe
2. Konawe Selatan
3. wakatobi

Papua
1. Jayapura

Maluku
1. Maluku Tengah

Sulawesi Tengah
1. Toli-toli
2. Palu

Sulawesi Barat
1. Mamuju
2. Polewali mandar

Kalimantan Tengah
1. Katingan
2. Kapuas

Sulawesi Utara
1. Minahasa Selatan
2. Bolaang Mangondow

Gorontalo
1. Gorontalo
2. Pohuwatu

Kalimantan Utara
1. Nunukan



Info Lebih Lanjut:
BAPPEBTI

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telepon: (021) 31924744

Fax: (021) 31923204
website: www.bappebti.go.id
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DASAR HUKUM PLK
UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

KepMenperindag No. 650/MPP/Kep/10/2004 tentang 
Pasar Lelang Forward Komoditi Agro

PENGERTIAN PLK

PASAR LELANG KOMODITAS secara umum dapat diartikan sebagai 
tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi 
perdagangan dengan sistem lelang. Berdasarkan Undang– Undang 
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/Kep/10/2004, PLK 
berperan untuk menciptakan efisiensi mata rantai perdagangan, 
sarana pembentukan harga yang transparan dan referensi harga 
komoditas.



KEBIJAKAN
PASAR LELANG

Penyempurnaan peraturan 
dalam menyelenggarakan 

Pasar Lelang

Peraturan

Penerapan standar 
mutu dan jenis 

komoditas sesuai SNI

Mutu

Mengoptimalkan sinergitas PLK 
dengan SRG, antara lain melalui 
pengembangan PLK Online yang 

dapat memasarkan seluruh 
komoditas yang disimpan di 

gudang SRG

On Line

Melakukan Koordinasi dengan 
instansi terkait untuk 
pendampingan & edukasi 
petani / produsen, guna 
menghasilkan komoditas sesuai 
SNI

Koordinasi

Melakukan revitalisasi PLK 
meliputi kelembagaan & 
penjaminan transaksi pada 
seluruh penyelenggara PLK

Revitalisasi
Optimalisasi peran Pemda 

dalam mendukung PLK

Pemda
Meningkatkan literasi PLK 

melalui Sosialisasi & 
Diseminasi Informasi

Literasi

PASAR
LELANG

Melakukan pengembangan 
sistem informasi PLK yang 
dapat mengintegrasikan data 
anggota, transaksi, dan 
informasi pasar dari seluruh 
penyelenggara PLK secara 
nasional

Pengembangan
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HALAMAN 16

TUJUAN PLK

MANFAAT PLK

Mempertemukan Produsen, UKM 
dengan pemakai langsung, 
pabrikan, pedagang besar.

Efisiensi mata rantai perdagangan.

Menciptakan Pembentukan harga yg 
transparan.

Referensi harga.

Meningkatkan perekonomian daerah.

Pasar Lelang Komoditas yang dikembangkan oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi) dan sejumlah daerah bekerjasama dengan perbankan, merupakan 
instrumen yang sangat strategis dalam upaya memberdayakan petani.

PASAR LELANG KOMODITAS

Manfaat
PLK

Petani Pelaku Usaha
Meningkatkan Pendapatan

Adanya Kepastian Pasar

Fokus pada Proses Produksi

Harga yang kompetitif

Kepastian Ketersediaan 
Komoditas

Pengaturan Persediaan

Harga yang Kompetitif

Efisiensi Perdagangan
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PENGEMBANGAN PLK

PLK BINAAN BAPPEBTI
Dilaksanakan oleh Dinas 

Provinsi yang membidangi 
Perdagangan sejak tahun 
2003 sampai saat ini dan 

pihak swasta.

Menggunakan sistem 
penawaran terbuka

(open outcry).

Dibiayai oleh APBN
(Dana Dekonsentrasi) dan 

APBD, serta mandiri.

Menggunakan contoh 
komoditas.

Dasar Hukum berupa UU, 
Keputusan Menteri dan 

SK Kepala Bappebti.

Jangka waktu penyerahan 
komoditas menggunakan 
sistem spot atau forward.

ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Kapasitas Pasar Lelang

STRATEGI
Revitalisasi

Penguatan
Kelembagaan

Sinergi
PLK & SRG

Pengawasan &
Penegakan Hukum

TUJUAN
Mandiri Profesional

Setiap 
penyelenggara 
Pasar Lelang 
mempunyai 

sistem Aplikasi 
Pasar Lelang.



Info Lebih Lanjut:
BAPPEBTI

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telepon: (021) 31924744

Fax: (021) 31923204
SMS Center: 0811-1109901

website: www.bappebti.go.id


